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Ide proyek kereta api cepat terus bergaung di era kepemimpinan Jokowi, dimana selanjutnya terjadi nota kesepahaman proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dengan Komisi Nasional Pembangunan dan Reformasi Cina. PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA dipilih sebagai salah satu kontraktor proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. WIKA bakal menggarap sebanyak 30 persen pekerjaan sipil proyek tersebut bersama 6 (enam) Kontraktor lainnya dari China. Adanya kontrak kerja konstruksi yang merupakan landasan bagi penyelenggaraan jasa konstruksi di Indonesia. Kontrak kerja ini menjadi fokus dalam mengadakan suatu kegiatan jasa konstruksi, dikarenakan substansi kontrak yang memuat kepentingan hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pada tesis ini yang menjadi identifikasi masalahnya adalah:Bagaimana tanggung jawab hukum kontraktor proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung dalam aspek keamanan, kenyamanan dan keselamatan; Apakah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi telah mengatur tanggung jawab kontraktor proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung dalam aspek keamanan, kenyamanan dan keselamatan; Apa yang menjadi kendala dan solusi dalam pelaksanaan tanggung jawab kontraktor proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung dalam aspek keamanan, kenyamanan dan keselamatan;
Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif yakni suatu metode pendekatan yang melihat permasalahan yang diteliti dengan menitik beratkan pada data sekunder, dan mencoba untuk menginventarisasi serta mengkaji asas-asas dan norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yurisprudensi serta hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Sementara itu Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.  
Tanggung jawab hukum kontraktor proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung dalam aspek keamanan, kenyamanan dan keselamatan, yaitu berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang menyatakan bahwa “Dalam hal penyelenggaraan Jasa Konstruksi tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap Kegagalan Bangunan”; Pengaturan tanggung jawab kontraktor proyek kereta api cepat jakarta-bandung dalam aspek keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yaitu dapat terpenuhinya tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil Jasa Konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum, serta wajib memenuhi standar mutu bahan; peralatan; keselamatan dan kesehatan kerja; prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi; mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi; operasi dan pemeliharaan; pedoman pelindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab kontraktor proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung salah satunya adalah adanya permintaan dari pihak Tiongkok terhadap Pemerintah Indonesia soal pemberian jaminan Pemerintah dan alokasi pembagian risiko proyek kereta cepat; Permintaan Tiongkok tak sesuai dengan komitmen awal antara Indonesia dan Tiongkok, yang sebelumnya tidak memasukkan penjaminan Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari kesepakatan. Saran yang dapat penulis kemukakan salah satunya adalah: demi kelancaran proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung, sebelum kontrak dilakukan harus dipenuhinya aspek teknis (kelayakan lokasi) serta aspek hukum perizinan dalam rangka kepastian kontrak tersebut.





The idea of ​​a high-speed railroad project continued to resonate in the era of Jokowi's leadership, in which a memorandum of understanding occurred in the Jakarta-Bandung high-speed railroad construction project with the National Development and Reform Commission of China. PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk or WIKA was chosen as one of the Jakarta-Bandung high-speed railway project contractors. WIKA will work as much as 30 percent of the project's civil works along with 6 (six) other contractors from China. The existence of a construction work contract which is the basis for the implementation of construction services in Indonesia. This work contract is the focus of carrying out a construction service activity, due to the substance of the contract which contains the interests of the rights and obligations of the parties in carrying out their duties and responsibilities. In this thesis, the identification of the problem is: What is the legal responsibility of the contractor of the Jakarta-Bandung high-speed railroad project in terms of safety, comfort and safety; Does Act Number 2 of 2017 concerning Construction Services regulate the responsibilities of Jakarta-Bandung high-speed railroad contractors in terms of safety, comfort and safety; What are the obstacles and solutions in carrying out the responsibilities of the Jakarta-Bandung high-speed railroad contractor in terms of security, comfort and safety;
The method used is a normative juridical approach that is an approach that saw the problems studied by focusing on secondary data, and trying to inventory and review the principles and legal norms contained in various legislation, jurisprudence and the common law prevailing in society. Meanwhile specifications used in this study is a descriptive analysis, which describes the various laws and regulations associated with the applicable legal theories and practice of positive law related to the problems studied.
The legal responsibility of the Jakarta-Bandung high-speed railroad contractor in terms of security, comfort and safety, which is based on Article 60 paragraph (1) of Act Number 2 of 2017 concerning Construction Services, which states that "In the case of the construction of Construction Services it does not meet the Standards Security, Safety, Health and Sustainability as referred to in Article 59, Service Users and / or Service Providers can be parties responsible for Building Failure"; Arrangement of responsibilities of Jakarta-Bandung high-speed railroad contractor in the aspects of security, comfort and safety in Act Number 2 of 2017 concerning Construction Services, namely the fulfillment of orderly implementation of Construction Services, environmental safety and work safety, as well as the utilization of Construction Services results with keep in mind the public interest, and must meet the material quality standards; equipment; occupational Health and Safety; procedures for carrying out Construction Services; the quality of the results of the implementation of Construction Services; operation and maintenance; guidelines for social protection of workers in the implementation of Construction Services in accordance with the provisions of the legislation; and environmental management standards in accordance with the provisions of the Law. One of the constraints in implementing the responsibilities of the Jakarta-Bandung high-speed railroad contractor is that there is a request from the Chinese side for the Indonesian Government regarding the provision of Government guarantees and the allocation of risk sharing for high-speed train projects; China's request is not in line with the initial commitment between Indonesia and China, which previously did not include guarantees by the Government of Indonesia as part of the agreement. The suggestion that the writer can put forward one of them is: for the smooth running of the Jakarta-Bandung high-speed railroad project, before the contract is carried out, the technical aspects (site feasibility) and legal aspects of licensing must be fulfilled in order to certify the contract.
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